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ABSTRAK 
 Penelitian ini menggambarkan tentang implementasi Good corporate 
governance (GCG) pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu. GCG yang 
merupakan suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan 
pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun 
produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. GCG berkaitan 
dengan pengambilan keputusan yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai 
sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk 
mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya 
dan risiko secara lebih efisien dan efektif serta pertanggung jawaban perusahaan 
kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Keberhasilan dari proses 
manajemen risiko sangat tergantung pada praktek Good Corporate Governance yang 
baik.  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
implementasi Good Corporate Governance (GCG) di BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu dan untuk mengetahui bagaimana implementasi Good Corporate 
Governance (GCG) dalam mengelola risiko menurut perspektif ekonomi islam. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian yang bersifat 
kualitatif, dengan mengambil latar belakang di BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data reductiaon (reduksi data), 
display data (penyajian data) dan verification (kesimpulan). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) 
di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu sudah terlaksana, menerapkan transparansi 
(transparency), akuntabilitas, professional, pertanggungjawaban dan kewajaran. 
Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG 
dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
Kemudian implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BMT-UGT 
Sidogiri cabang Pringsewu dalam pengelolaan manajemen risiko menurut perspektif 
ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu 
telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dengan versi budaya dalam 
kinerja tata kelola pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu yaitu STAF yang 
keempat unsur tersebut merupakan prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya 
GCG yang merupakan bagian dari sistem syari’ah yang dilaksanakan secara baik dan 
professional. 
 
Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko 
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MOTTO 
 
 
                              
        
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); 
dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebagai langkah awal untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam judul 
ini, maka secara singkat penulis terlebih dahulu akan menjelaskan/menguraikan 
maksud dari judul ini. Adapun judul yang akan dibahas adalah “Implementasi Good 
Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu”. 
Untuk mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam judul di atas, hal-hal 
yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 
“Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
pelaksanaan; penerapan.1 Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 
mekanisme suatu sistem, bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 
“Good Corporate Governance (GCG) World Bank, merupakan kumpulan 
hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong 
kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai 
                                                          
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), hlm.327. 
2 
 
ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun 
masyarakat sekitar secara keseluruhan.2 
“Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan 
kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu 
merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan 
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 
penjcapaian tujuan.3 
“Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah 
ditentukan  terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain. Dari pengertian 
ini tersirat empat unsur manajemen, yaitu: pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang 
dipimpin, tujuan yang akan dicapai, dan kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut.4  
“Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 
dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen 
itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang 
diinginkan.5 
 “Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian 
yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. 
                                                          
2 Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah, Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah 
Analisis Fiqh dan Keuagan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),  hlm. 650. 
3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), hlm. 687.  
4 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah ( Bandung: CV Pustaka Setia: 2013), 
hlm.39.  
5 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: PT Toko 
Gunung Agung,, 2012)  
3 
 
Risiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun dan tidak dapat 
dipisahkan dari risiko.6 
Berdasarkan uraian pokok-pokok judul di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah penulis akan menganalisa yang 
dihasilkan oleh implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam hal 
pengelolaan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah non bank khususnya 
pada BMT Sidogiri cabang Pringsewu. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan yang menjadi pertimbangan untuk membahas dan meneliti 
permasalah ini adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu yang letaknya strategis yakni 
berada di pasar terminal sarinongko Pringsewu Jl. Pemuda kabupaten 
Pringsewu Lampung dimana daerah tersebut tedapat banyak pelaku kegiatan 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pedagang. Serta di daerah 
tersebut banyak berdiri lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan 
diluar sektor bank baik yang berbasis syariah ataupun konvensional. 
Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut baik sesama BMT atau pun 
yang lain dirasa cukup ketat persaingannya, sehingga penulis tertarik untuk 
membahas tentang  implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam 
                                                          
6 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Pembiayaan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), 
Cet 1, hlm.4. 
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pengelolaan manajemen risiko dengan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pada BMT-
UGT cabang Pringsewu. 
2. Alasan Subjektif 
Penulis ingin mengetahui dan menganalisa bagaimanakah 
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan 
Manajemen Risiko pada BMT. Kajian ini juga sesuai dengan disiplin ilmu 
penulis yaitu Perbankan Syariah serta didukung oleh tersedianya data-data 
dan literature yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi syariah saat ini sangat pesat di seluruh dunia, 
termasuk di Indonesia. Ekonomi syariah telah menjadi alternatif dalam usaha untuk 
menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu bukti nyata yang bisa dilihat yaitu 
dengan semakin banyaknya perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan 
syariah non bank yang ada di Indonesia. 
Lembaga keuangan syari’ah di luar dari sektor perbankan yang kini masih 
berkembang salah satunya adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Maal 
Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang mendorong kegiatan simpan-
pinjam dan pengembangan kegiatan pengusaha menengah ke bawah berasaskan 
kemandirian, keswadayaan dan keterpaduan yang dilaksanakan dengan sistem bagi 
hasil. BMT diharapkan mampu menjadi lembaga pendukung ekonomi masyarakat 
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kecil dengan berlandaskan sistem syari’ah. Kegiatan BMT adalah mengembangkan 
usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 
pengusaha makro dan khususnya sektor mikro dengan mendorong kegiatan yang 
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. 
Baitul Maal Wattamwil (BMT) diharapkan mampu menjadi tonggak sarana 
dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena 
didasarkan pada kemudahan dan bebas dari riba/bunga, memperbaiki serta 
meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, lembaga keuangan alternatif yang 
mudah diakses oleh masyarakat bawah dan bebas dari riba/bunga, lembaga untuk 
memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan 
produktivitas. 
Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang semakin berkembang, maka akan 
semakin besar pula tingkat kompetitif dalam kualitas pengelolaan sistem operasional 
yang dijalankan oleh tiap-tiap BMT yang telah berdiri di berbagai daerah, di wilayah 
Indonesia. Hal ini demi meraih kepercayaan masyarakat sekitar yang telah menjadi 
anggota maupun sebagai calon anggota yang merupakan target. Sebab saat ini 
persaingan memperebutkan pangsa pasar sangat ketat maka Baitul Maal Wattamwil 
(BMT) perlu mengkaji ulang dalam operasionalnya dalam hal strategi pengelolaan 
sistem dari lembaga tersebut, tidak hanya mengandalkan pada produk yang 
berkualitas dan harga yang bersaing. Tetapi juga harus didukung oleh upaya-upaya 
dalam meraih kepercayaan anggota dengan cara memperbaiki kualitas dalam 
pelayanan sistem dan standarisasi sistem disuatu lembaga. 
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Lebih lanjut yang dimaksud dengan good governance adalah penyelenggaraan 
pemerintahan berdasarkan prinsip partisipasi maksimal dari seluruh pemangku 
kepentingan (stakeholder), hukum dan aturan, transparansi, responsivitas, orientasi 
konsensus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas akuntabilitas dan visi 
strategis. Penggunaan prinsip good governance dalam dunia usaha disebut Good  
Corporate Governance. Dengan kata lain bahwa dunia usaha harus juga membangun 
dan memelihara prinsip-prinsip good governance.7 
Tabel 1.1 
Perbandingan Nilai (dalam persen) Penerapan Corporate Governance 
Tahun 2010-2016 
 
(%) 2010 2012 2014 2016 
1. Singapore 67 69 64 67 
2. Hong Kong 65 66 65 65 
3. Japan 57 55 60 63 
4. Taiwan 55 53 56 60 
5. Thailand 55 58 58 58 
6. Malaysia 52 55 58 56 
7. India 49 51 54 55 
8. Korea 45 49 49 52 
9. China 49 45 45 43 
10. Philippines 37 41 40 38 
11. Indonesia 40 37 39 36 
Sumber: Asian Corporate Governance Association 
                                                          
7 Raffles, “Penerapan Good Corporate Governance dalam kaitannya dengan tata kelola dan 
pengembangan kelembagaan perbankan,“jurnal ilmu hukum, Vol. 2, No. 2, 2001,hlm. 46-62.  
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Dilihat dari tabel diatas bahwa nilai penerapan Corporate Governance di 
negara Indonesia yang menurun walaupun hanya ada peningkatan dari tahun 2012 
sampai 2014. Namun, hal itu tetap menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran 
dalam penerapan Corporate Governance di Indonesia. 
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerbitkan pedoman 
Good Corporate Governance (GCG) untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang 
merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman umum Good 
Corporate Governance (GCG). Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman khusus 
bagi perusahaan untuk memastikan terciptanya sistem perusahaan yang sehat. 
Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek 
manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan kepada 
nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional 
perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional. Mulai saat itulah tata 
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) mengemuka. Dimulai 
dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak 
patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. 8 Pelaksanaan Good 
Corporate Governance bukan hanya kewajiban bank syariah sebagai lembaga 
keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan, akan tetapi Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang 
                                                          
8 Maradita, Aldira “Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank 
Konvensional ”jurnal praktisi hukum, Vol. 29 No 2, 2014, hlm. 192-193. 
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memiliki core bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakaan Corporate 
Governance dengan baik.9 
Masalah-masalah  tersebut menunjukkan bahwa pentingnya penerapan good 
corporate governance merupakan suatu wujud pertanggung jawaban dari  lembaga 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) kepada masyarakat bahwa Baitul Maal wat Tamwil 
(BMT) dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (prudent) dengan tetap 
berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder’s value) tanpa 
mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. Begitu pula risiko juga dihadapi oleh 
perusahaan-perusahaan. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah 
menampakkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan dihadapi, misal risiko 
rugi atau kegagalan usaha seperti yang sudah disebutkan. Untuk itu diperlukan suatu 
upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkn terjadi dalam 
menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko.10 
 Baitul Maal wat Tamwil (BMT) perlu melakukan manajemen risiko sebagai 
rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, 
mengukur, membantu, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan 
usaha pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sebagai institusi syariah harus 
mengelola dan memitigasi risiko dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian 
terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebab BMT dalam menjalankan aktivitas 
                                                          
9 Roziq, Ahmad “Pengaruh Good Corporate Governance terhadap corporate social 
responsibility melalui risiko bisnis dan kinerja keuangan pada bank umum syariah di indonesia, 
“Jurnal Akuntansi Universitas Jember 2003, hlm.90. 
10 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.326. 
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intermediasi keuangan, berhadapan dengan berbagai macam risiko, dari risiko kredit, 
risiko pasar, risiko operasional, dan risiko reputasi sehingga BMT harus dikelola 
secara sangat hati-hati oleh manajemen yang bukan saja profesional tetapi juga 
memiliki integritas tinggi. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya diterapkan Good 
Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan sebuah BMT. Semakin kompleks 
aktivitas suatu perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola 
usaha yang baik (Good Corporate Governance). Karena, Good corporate governance 
adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan serta menciptakan nilai 
tambah (value added) untuk semua stakeholders. 
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Hasyr: 18 sebagai berikut:  
                              
        
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr: 18).11 
Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai orang muslim dituntut untuk 
memperhatikan apa-apa yang diperbuatnya untuk hari esok yakni dengan cara melihat 
mempelajari, menganalisis risiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan 
                                                          
11 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2004), Cet-
X, hlm.548.  
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manajemen risiko. Kemudian diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah setelah 
melakuakan berbagai usaha tersebut dimana, taqwa merupakan kondisi yang 
menjadikan hati selalu waspada, menghadirkan dan merasakan pengawasan Allah 
dalam setiap keadaaan. Ia takut, merasa bersalah, dan malu bila Allah mendapatinya 
berada dalam keadaan yang dibenci oleh-Nya..12 
Penelitian ini tidak hanya menganalisa tentang bagaimana tata kelola sistem 
didalam lembaga Baitul Maal Wattamwil (BMT) sudah diterapkan dengan baik atau 
belum, namun teori mengenai manajemen risiko yang menjadi satu kesatuan dalam 
penelitian Good corporate governance (GCG), hal ini dikarenakan keterkaitan 
manajemen risiko dalam melindungi kepentingan stakeholder. Dengan berbagai 
risiko yang mungkin akan timbul maka BMT dituntut untuk melakukan pengelolaan  
terhadap risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas lembaga tetap terjaga 
dengan baik. Dalam kaitannya manajemen risiko yang akan terjadi maka berkaitan 
pula terhadap GCG  yang diterapkan. Dengan melaksanakan konsep Good Corporate 
Governance (GCG) dan manajemen Risiko yang baik, diharapkan tercipta citra 
lembaga yang dapat dipercaya dimata masyarakat. Artinya ada keyakinan bahwa 
Baitul Maal Wattamwil (BMT) dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara 
sehat, kuat dan efisien. 
Kehadiran BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu ditengah-tengah masyarakat 
sebagai lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah fokus pada kegiatan usaha 
mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pedagang. BMT-UGT Sidogiri cabang 
                                                          
12 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an , (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 21. 
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Pringsewu yang letaknya strategis yakni berada di pasar terminal sarinongko 
Pringsewu Jl. Pemuda kabupaten Pringsewu Lampung dimana daerah tersebut tedapat 
banyak pelaku kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pedagang. 
Serta di daerah tersebut banyak berdiri lembaga keuangan bank maupun lembaga 
keuangan diluar sektor bank baik yang berbasis syariah ataupun konvensional. 
Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut baik sesama BMT atau pun yang 
lain dirasa cukup ketat persaingannya. 
Tabel 1.2 
Data Anggota BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu 
 
Tanggal Anggota yang bergabung 
4 September 2012- 31 Desember 2012 244 
1 Januari 2013- 31 Desember 2013 463 
1 Januari 2014- 31 Desember 2014 491 
1 Januari 2015- 31 Desember 2015 794 
1 Januari 2016- 31 Desember 2016 528 
1 Januari 2017- 31 Desember 2017 228 
Total  2748 
Sumber: Data Jumlah Nasabah BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu  
Dari data diatas menunjukan bahwa adanya peningkatan jumlah anggota 
setiap tahunnya. Ini membuktikan BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu mengalami 
pertumbuhan sebab yang diketahui bahwasanya BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu merupakan BMT yang diresmikan pada tahun 2012. Berkaitan dengan 
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GCG yang diterapkan oleh BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu tentu amat sangat 
penting bagi peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut dalam hal pengelolaan 
manajemen risiko.  
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam bentuk penulisan 
skripsi dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam 
Pengelolaan Manajemen Risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian latar belakang diatas maka  dapat dirumuskan permasalah 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi Good Corporate Governance (GCG) di BMT-  
UGT Sidogiri cabang Pringsewu? 
2. Bagaimana implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam 
mengelola risiko menurut perspektif ekonomi islam? 
 
E. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka 
penulis harus memberikan batasan masalah. Masalah penelitian ini difokuskan pada 
Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen 
Risiko pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu . 
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F. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Untuk mengetahui implementasi Good Corporate Governance (GCG) di 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu. 
2. Untuk mengetahui implementasi Good Corporate Governance (GCG) 
dalam mengelola risiko menurut perspektif ekonomi islam. 
 
G. Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini 
antara lain: 
1. Secara Teori diharapkan pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan 
dibahas melahirkan pemahaman yang baru mengenai bagaimana dalam 
praktik dilapangan, dalam pelaksanaan implementasi Good Corporate 
Governance dalam pengelolaan manajemen risiko pada lembaga keuangan 
syariah non bank. 
2. Secara praktis 
a. Bagi Masyarakat 
Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi 
masyarakat yang saat ini masih awam tentang pelaksanaan Good 
Corporate Governance di BMT. 
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b. Bagi Peneliti 
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana dalam 
memperoleh informasi dan pengetahuan serta pengalaman. Dan dapat 
memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
c. Bagi akademisi, sebagai sarana untuk menyokong ilmu pengetahuan 
sehingga diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang 
membutuhkan dan memperkaya pengembangan ilmu ekonomi syariah 
khususnya yang berhubungan dengan Good Corporate Governance. 
d. Bagi pembaca, sebagai informasi atau bahan referensi tambahan bagi 
pihak-pihak yang akan melakukan penelitian untuk kasus yang sama.  
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenaranya apabila disusun dengan 
menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata 
kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan 
yang bersangkutan. Metode ini juga merupakan pedoman-pedoman, cara 
seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang 
dihadapi. Dalam penyusunan ini, penyusunan menguunakan metode penelitian 
kualitatif yang meliputi: 
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a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk mempelajarin secara intensif tentang latar belakang 
keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, 
kelompok, lembaga masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali 
data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan 
implementasai Good Corporate Governance Implementasi Good Corporate 
Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Lembaga 
Keuangan Syariah Non Bank yang dilakukan di BMT-UGT Sidogiri Cabang 
Pringsewu. 
b. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 
Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 
suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 
sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 
diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. 
 
2. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu yang 
berlokasi di Pringsewu  Kabupaten Pringsewu. Lokasi tersebut dipilih karena 
memiliki semua aspek pendukung agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik. 
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3. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 
mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua 
sumber data yaitu: 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi 
secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan 
masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.13 Dengan 
demikian, maka dalam data primer dalam penelitian ini adalah data tersebut 
diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Pringsewu, dan data tersebut didapatkan melalui wawancara. 
 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan 
penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut 
juga data tidak langsung. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam 
penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 
berkenaan dengan Good Corporate Governance, pengertian manajemen 
Risiko,di lembaga syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan 
pembahasan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang 
                                                          
13 Safidin Azwar, Metodologi Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 91. 
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masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat 
dikorelasikan dengan data primer.14 
 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, 
populasi juga disebut univers tidak lain daerah generalisasi yang terdiri atas 
obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh 
Spradley dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga 
elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 
berinteraksi secara sinergi.15 Tempat penelitian yaitu BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Pringsewu, pelaku yaitu pimpinan (kepala cabang), AO, dan anggota. 
Dan aktivitas yang diteliti tentang implementasi Good Corporate Governance 
(GCG) dalam mengelola risiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu. 
 
b. Sampel  
Pada penelitian ini penulis menggunakan tekhnik pruposive 
sampling. Pruposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misal orang tersebut 
                                                          
14 Ibid., hlm. 93 
15 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: alfabeta, 2015), 
hlm. 215.   
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yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau dia 
sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjalani 
obyek/situasi sosial yang diteliti.16  Sampel yang peneliti ambil yaitu 
pimpinan (kepala cabang), AO, dan beberapa anggota BMT-UGT Sidogiri 
cabang Pringsewu. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Metode Observasi digunakan oleh sesorang peneliti ketika hendak 
mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Penulis 
secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk memperoleh data serta 
informasi mengenai Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam 
pengelolaan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah non bank yang 
dilakukan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu. 
 
b. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 
dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu.17 Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu 
wawancara dengan pimpinan dan anggota BMT-UGT Sidogiri Cabang 
                                                          
16 Ibid., hlm. 300. 
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
Offset, 2012), hlm.186.   
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Pringsewu untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian 
penulis. 
 
c. Dokumentasi 
Metode dokumen ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, 
dan sebagainya.18 Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan 
dengan GCG, manjemen risiko, BMT dan data-data tentang sejarah lembaga 
itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. 
Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen 
resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak 
lembaga itu sendiri. 
d. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode yang akan 
memberikan intepretasi atas hasi-hasil analisis. Analisis data ini dilakukan 
dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah 
untuk dibaca/diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan 
penyajian data-data yang selanjutnya akan dianalisis dengan memberikan 
                                                          
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan system, (Jakarta : Rineka Cipta, 
2010), hlm. 247. 
20 
 
penjelasan agar dapat dibaca serta diinterpretasikan, sehingga dapat 
menggambarkan, menjelaskan  serta menguraikan keadaan sebenarnya. 19 
 
6. Teknik Analisis Data 
a. Pengertian Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, dan menjabarkan ke 
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.20 Analisis data kualitatif 
adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data diperoleh, 
selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu.21 
b. Proses Analisis Data  
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 
sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di 
lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan; Analisi data telah mulai sejak 
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan 
berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.22 
                                                          
19 Sutrisno Hadi, Metodologi reseach, (Yogyakarta : Andi offset, 2004), hlm. 45. 
20 Sugiono, Op.Cit. hlm. 244. 
21 Sutrisno Hadi, Op.Cit. hlm.335. 
22 Sugiono, Op.Cit. hlm. 245. 
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Adapun langkah-langkah penelitian kualitatif dalam analis data di bagi 
kedalam tiga tahap, yaitu: Data Reduction (Reduksi Data), Data Display 
(Penyajian Data), dan Conclusion Drawing (Verifikasi). 
 
1) Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang telah direduksi akan member gambaran yang lebih 
jelas, dalam penelitian, sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat di 
buat dan di verifikasi. 
 
2) Data Display (Penyajian Data) 
Data Display (Penyajian Data) dalam penelitian kualitatif adalah 
penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagaikan 
hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering 
digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 
teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan untuk memahami 
apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami tersebut. Atau untuk pengecekan data yang sudah didisplaykan. 
 
3) Conclusion Drawing (Verifikasi) 
Conclusion Drawing (Verifikasi) yaitu penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 
22 
 
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut berupa 
deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-
remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 
hubungan kausal atau interaktif, hepotesa atau teori.23 
 
 
                                                          
23 Ibid., hlm. 249-252. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Baitul Maal Wattamwil (BMT) 
1. Pengertian Baitul Maal Wattamwil  (BMT) 
Baitul Maal Wattamwil  (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari 
dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada 
usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq, 
dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana 
komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT 
sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan 
islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah 
yang tidak terjangkau dengan oleh pelayanan bank islam atau BPR Islam. Prinsip 
operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). 
Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal 
bakal dari bank islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil 
yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami 
hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.1 
Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya 
berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha 
                                                          
1Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, 
(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363.  
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produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha 
kecil bawah dan kecil dengan  antara lain mendorong kegiatan menabung dan 
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul mal Wat Tamwil bisa 
juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan 
peraturan dan amanat.2  
BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: 
a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) atau yang berarti rumah 
penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Jadi 
Bait tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif 
dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan 
kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
pembiayaan kegiatan ekonomi. 
b. Baitul Mal berasal dari kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau 
rumah, sedang al mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi Baitul Mal 
secara harfiah seperti rumah harta benda atau kekayaan menerima titipan 
dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai 
dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan baitul mal dilihat dari segi 
istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk 
mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan 
dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan 
                                                          
2 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2015),hlm. 452. 
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dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.3 Allah SWT berfirman dalam 
surat Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut: 
                         
                         
Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan 
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 
Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261).4 
Ayat diatas menjelaskan perumpamaan yang diberikan Allah SWT mengenai 
pelipat-gandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah dengan 
tujuan  untuk mencari keridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipat-gandakan 
mulai dari sepuluh samapai tujuh ratus kali lipat.5 Baitul Maal Wattamwil (BMT) 
digunakan sebagai kemaslahatan umat, yakni dengan menjalin silatturahmi dalam 
mengadakan kerjasama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan antara BMT 
dengan anggotanya, dan Allah akan melipat gandakan ganjaran/pahala bagi hamba 
yang dikendaki yang berbuat kebaikan.  
                                                          
3 Ibid.,hlm. 451. 
4 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya  (Bandung: Diponegoro, 2004), Cet-X, 
hlm.44.   
5 Muhammad Nasib ar-Rifa’I, Taisiru al-Aliyyul Qodir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: 
Gema Insani, 1999), hlm. 345.  
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Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi 
utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, 
sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak 
dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi 
kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT 
juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas 
menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh 
BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan 
ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.6 
2.  Badan Hukum Baitul Maal Wattamwil  (BMT) 
Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari  Pusat Inkubasi 
Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang 
dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK 
sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Islam (MUI), Ketua Umum Ikatan 
Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat 
Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 
Maret 1995.7 
Baitul Mal wat Tamwil yang lebih dikenal dengan BMT adalah sebuah 
lembaga keuangan mikro syariah yang biasanya berbadan hukum koperasi, yang lebih 
                                                          
6 Andri Soemitra, Op.Cit.,hlm. 452. 
7 M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik  (Bandung: CV 
Pustaka Setia, 2015), hlm. 396. 
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dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syri’ah (KJKS). Dalam opersionalnya telah 
dijabarkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia Nomor, 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.  Menurut Kepmen 
No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi 
yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan 
sesuai pola bagi hasil (syariah). BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang 
mempunyai ciri khas melakukan kegiatan profit oriented dengan Baituttamwilnya, 
dan social oriented dengan Baitulmaalnya.8 
Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, 
hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT 
tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang 
Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang 
Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan 
hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan 
Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar 
Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 
                                                          
8 Muhammad Tho’in, “Pengaruh Faktor-faktor Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah di 
Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Tekun Karanggede Boyolali”. Jurnal Muqtasid, Vol. 2 No. 1, (Juli 
2011), hlm. 82.  
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352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.9 
 
B. Good Corporate Governance (GCG) 
1. Definisi Good Corporate Governance (GCG) 
Pengertian good corporate governance (GCG) menurut World Bank, 
merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang 
dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, 
menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para 
pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sementara itu 
dalam GCG Workshop Kantor Meneg PM BUMN Desember 1999, dirumuskan 
bahwa good corporate governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang 
efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai sistem, proses bisnis, 
kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung 
pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien 
dan efektif serta pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan 
stakeholders lainnya.10 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good 
corporate governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
                                                          
9Novita dewi masyithoh, “ Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wattamwil 
(BMT)”. Jurnal Economica, Vol. V Edisi 2 (Oktober 2014), hlm.19. 
10 Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah, Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah 
Analisis Fiqh dan Keuagan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),  hlm. 650. 
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Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, Bank Indonesia mengartikan GCG 
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 sebagai berikut: “Good 
corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-
prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung 
jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).11 
Ada tiga hal pokok yang urgen untuk menciptakan good corporate 
governance yaitu: 
a. Pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) 
b. Disiplin anggaran dan penghapusan dana nonbudgeter, serta 
c. Peningkatan fungsi pengawasan. Good corporate governance merujuk 
kepada sistem dan metode bagaimana perusahaan diarahkan, ditata, atau 
dikendalikan.12 
Good corporate governance merupakan bentuk pengaturan internal dalam 
suatu badan usaha (self regulation), yang bertujuan untuk meningkatkan nilai 
pemegang saham (shareholders value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang 
berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders). Pentingnya tata kelola perusahaan 
yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara 
berkesinambungan seluruh stakeholders. Good corporate governance berusaha 
menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 
                                                          
11 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 
2014), hlm. 243-244.  
12 Muhammad., Op.Cit. hlm. 650.  
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Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan 
keseimbangan (check and balance) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber 
daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. 
Good corporate governance sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi 
secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, 
efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal 
organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal organisasi 
lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya 
organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih 
menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan 
secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. 13 
Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau yang lebih 
dikenal dengan good corporate governance merupakan sebuah konsep yang 
menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 
benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan 
untuk mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan perusahaan 
secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik 
maupun tertutup harus memandang good corporate governance (GCG) bukan 
                                                          
13 Ibid., hlm. 242-243. 
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sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai 
perusahaan.14 Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-Hajj ayat 41 yaitu: 
                          
                   
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di 
muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh 
berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah 
kembali segala urusan”.(QS. al-Hajj: 41).15 
Dari ayat diatas diserukan untuk berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan 
yang mungkar. Dengan menerapkan Good corporate governance merupakan usaha 
untuk berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, setelah berusaha 
maka kembalikan urusan kita kepada Allah SWT karena kepada Allah-lah segala 
urusan kembali. Dan Dia mengaturnya sesuai dengan kehendak-Nya.16 
Corporate governance penting dalam kemampuan sebuah bisnis untuk 
menjaga keinginan para stakeholder. Dalam kasus pada sebuah institusi yang 
menawarkan produk dan jasa keuangan seperti, pemegang saham mengharapkan 
operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebuah stuktur 
perusahaan yang memungkinkan sebuah institusi dalam menjalankan tata kelola 
                                                          
14 Muhammad., Op.Cit. hlm. 650. 
15 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Op.Cit., hlm.337.   
16 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an , (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 127  
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perusahaan melalui operasional yang patuh terhadap ketentuan syariah adalah 
penting.17 
Corporate governance ini juga memuat ketentuan dan prosedur yang wajib 
diterapkan oleh dewan direksi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan 
kegiatan operasional perusahaan. Corporate governance juga memfasilitasi 
terbentuknya struktur yang membantu dalam berbagai bentuk peranan manajemen, 
yang meliputi: 
a. Perumusan penetapan visi dan misi serta tujuan (objectivies) yang ingin 
dicapai manajemen. 
b. Pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. 
c. Mempertimbangkan dan mengupayakan terpenuhnya kepentingan para 
stakeholder. 
d. memastikan bahwa bmt senantiasa melakukan kegiatan operasionalnya 
dengan cara pengelolaan yang sehat dan aman. 
e. Melakukan upaya demi terpenuhinya hukum dan regulasi yang relevan 
dengan kegiatan operasional BMT. 
f. Berupaya melindungi kepentingan khususnya para deposan dan para 
sumber pendanaan bagi bmt pada umumnya.18 
 
 
                                                          
17 Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah 
(Jakarta: Kencana, 2014),hlm. 166. 
18 Masyhud Ali,Manajemen Risiko: strategi perbankan syariah dan Dunia usaha menghadapi 
tantangan globalisasi bisnis,( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.334.  
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2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 
Pengertian prinsip-prinsip GCG tersebut dikemukakan dalam Penjelasan 
Umum atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dan angka 1 huruf A 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010, yang 
menyatakan:  
a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 
pengambilan keputusan.19 BMT dalam hal mengungkapkan keterangan-
keterangan dan informasi-informasi  yang ada harus benar dan sesuai 
realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya 
maupun stakeholder lainya. 
b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 
pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 
efektif.20 Dalam hal ini BMT dituntut melaksanakan kegiatan dalam 
pengelolaan lembaga sesuai fungsi dan dalam praktek manajemen semua 
yang terlibat dalam organisasi dari masing-masing pengurus harus dapat 
dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak 
menimbulkan rasa keragu-raguan pada anggota BMT dan pihak yang 
berkepentingan lainnya. 
                                                          
19 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 260. 
20 Ibid., hlm. 260. 
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c. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan bank 
dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku dan prinsip-prinsip 
pengelolaan bank yang sehat.21 Peraturan yang berlaku di sini termasuk 
yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan 
lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan 
persaingan yang sehat. BMT pun disini diharapkan memperhatikan segala 
kesesuainnya dalam melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip dan 
peraturan yang berlaku.  
d. Professional (professional), yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak 
objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun 
(independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk 
mengembangkan bank syariah.22 Dalam pelaksanaan operasionalnya BMT 
tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari pihak manapun, yang berarti 
dijalankan secara professional.  
e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memengaruhi 
hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan 
yang berlaku.23 Semua yang berhubungan dengan BMT memiliki haknya 
masing-masing, sesuai dengan kesepakatan atau akad dan BMT sebagai 
lembaga penyalur dan penerima dana anggotanya harus adil dalam 
menyalurkan, baik dalam penentuan nisbah bagi hasil atau penyampaian 
                                                          
21 Ibid., hlm. 260. 
22 Ibid., hlm. 260. 
23 Ibid., hlm. 260. 
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kebijakan pada stakeholder ataupun anggota yang selanjutnya diharapkan 
tercipta keadilan pada budaya kinerja yang professional.  
Lebih lanjut Moh. Wahyudin Zakarkasyi menyebutkan bahwa indicator pada 
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 
2.1 berikut ini 
Tabel 2.1 
Indikator Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
No Aspek yang dinilai Indikator 
1.  Transparansi (transparency) 
 
a. Kemudahan mengakses informasi 
b. Ketersediaan informasi 
c. Kerahasiaan perusahaan 
d. Penyampaian kebijakan 
e. Visi dan misi perusahaan 
2.  Akuntabilitas 
(accountability) 
 
a. Perincian tugas dan tanggung jawab 
b. Kompetensi yang sesuai 
c. Sistem pengendalian internal 
d. Pengukuran kinerja 
e. Pelaksanaan tugas sesuai pedoman 
3.  Pertanggungjawaban 
(Responsibility) 
 
a. Kepatuhan hukum 
b. Tanggung jawab sosial 
c. Prinsip kehati-hatian 
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4.  Professional (professional) 
 
a. Dominasi dan pengaruh 
b. Pelaksanaan tugas sesuai tanggung 
jawab 
5.  Kewajaran (fairness) 
 
a. Kesempatan berpendapat 
b. Kesetaraan kompensasi 
c. Kesempatan karyawan 
Sumber: Moh. WAhyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance pada badan usaha 
manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya (Bandung:Alfabeta,2008). 
 
3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Perspektif Ekonomi 
Islam 
Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG 
pada BMT, yaitu prinsip-prinsip syari’ah. Prinsip syari’ah tersebut merupakan bagian 
dari sistem syari’ah. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain sebagai berikut: 
a. Shidiq, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang 
menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa 
pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan 
cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang 
meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). 
b. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan 
mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa. 
Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan 
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pemenuhan prinsip syari’ah semata, tetapi juga harus mampu 
mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa.  
c. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam 
mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal), 
sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak 
pengelola dana investasi (mudharib). 
d. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secra 
professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan 
maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan. Termasuk didalamnya 
adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan 
(ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas’uliyah). 
Nilai-nilai syari’ah tersebut harus berkontribusi bagi kesejahteraan 
masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
a. Kaidah zakat, mengkoordinasi perilaku masyarakat yang lebih menyukai 
berinvestasi dibanding hanya menyimpan hartanya. Hal ini di 
mungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan pada hasil investasi, 
sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya. 
b. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil 
(equity based financing) dan melarang riba.  
c. Kaidah pelarangan judi (maisir), kondisi ini akan membentuk 
kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam 
aktivitas investasinya. 
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d. Kaidah pelarangan gharar (uncertainty), mengutamakan transparansi 
dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari 
ketidakjelasan.24  
 Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikan Nabi 
Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan 
saat ini. Dalam ajaran Islam, point-point tersebut menjadi prinsip penting dalam 
aktifitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan 
diterapkannya prinsip: ‘adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas’uliyah 
(akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan 
kepercayaaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah 
(independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), ihsan (professional), 
wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syari’ah), idarah (pengelolaan), khilafah 
(kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah 
(pengawasan), qira’ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu 
melakukan perbaikan). Berdasarkan uraian diatas dapat dipastikan bahwa Islam jauh 
mendahului kelahiran GCG (Good Corporate Governance) yang menjadi acuan tata 
kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjadi 
landasan pada institusi ekonomi dan keuangan syari’ah secara profesioal dan 
menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan 
permainan dan best practice yang berlaku.25 
                                                          
24 Rachmadi usman Op.Cit. hlm. 214. 
25  Muhammad,  Op.Cit. hlm. 651-652. 
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C. Manajemen Risiko 
1. Pengertian Manajemen Risiko 
 Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta 
mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk 
memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih baik.26 
Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi 
kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih 
lengkapnya dapat didefisinikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang 
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau, dan mengendalikan risiko 
yang timbul dari kegiatan usaha.27 
Manajemen risiko yang merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar 
kerugian tidak terjadi kepada organisasi atau perusahaan. Kesuksesan mengelola 
risiko bisa diraih dengan mengetahui secara benar apa itu risiko dan bagaimana 
kesiapan dalam mengelola risiko. Risiko bisa muncul kapan saja  yakni sebelum, 
ketika, dan setelah pengambilan keputusan dilakukan. Sering kali risiko muncul 
karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari tiap pilihan tersebut belum 
dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Selalu ada 
opportunity cost yang membuntuti setiap pilihan yang diambil. Dengan demikian, 
risiko dapat didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung 
ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau 
dampak negative lainya yang merugikan bagi pengambil keputusan.  
                                                          
26 Pandji Anoraga, Pengantar Bisnis:Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2011), hlm.293.    
27 Buchari alma dan Donni juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari’ah, (Bandung : Alfabeta: 
2014), hlm.289. 
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Dari definisi tersebut, risiko memiliki beberapa dimensi, yakni biaya peluang, 
potensi kerugian atau dampak negative lainnya, ketidakpastian, dan diperolehnya 
hasil yang tidak sesuai harapan. Dengan berbagai dimensi inilah, risiko diukur, 
dimitigasi, dan dimonitor selama proses bisnis berjalan.28 Sebagaimana firman Allah 
SWT yang menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti kejadian yang 
akan terjadi di esok hari oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan untuk melakukan 
perencanaan, perhitungan, dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut 
dapat diminimalisir dengan baik.  
Manajemen risiko berhubungan erat dengan fungsi, fungsi perusahaan (fungsi 
keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia dan fungsi 
teknik dan pemeliharaan), oleh karena fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak 
risiko dalam pengelolaan perusahaan diantaranya yaitu: 
a. Risiko hubungannya dengan fungsi keuangan/financial. 
Dalam pengelolaan keuangan perusahaan biasa terjadi penggelapan dan 
manipulasi dalam pembukuan. Selain daripada itu kerugian lain ialah 
adanya korupsi secara besar-besaran dalam perusahaan dan kolusi. 
b. Risiko hubungannya dengan pemasaran. 
Kerugian yang mungkin terjadi dalam pemasaran ialah disebabkan 
kerugian yang timbul karena penjualan.  
c. Risiko hubungannya dengan produksi. 
                                                          
28Imam Wahyudi, dkk. Manajemen Risiko Bank Islam, (Jakarta: Selemba Empat, 2013) 
.hlm.3-4. 
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Dalam proses produksi bisa menciptakan risiko, yaitu produk gagal tidak 
sesuai dengan desain, mesin macet, pemogokan. Akibatnya perusahaan 
menderita kerugian dalam berproduksi. 
d. Risiko hubungan dengan fungsi akuntansi. 
Bagian akuntansi melaksanakan kegiatan manajemen risiko yang kegiatan 
manajemen risiko yang penting peranannya, yaitu: 
1) Berusaha agar karyawan tidak melakukan penggelapan, yaitu dengan 
melakukan pengawasan intern dan audit. 
2) Bagian akuntansi melakukan penilaian piutang dan mengalokasikan 
piutang ragu-ragu dan piutang yang dihapus. 
e. Risiko hubungannya dengan personalia. 
Bagian personalia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 
mengelola sumber daya manusia.29 
 Sasaran kebijakan manajemen resiko adalah mengidentifikasi, mengukur, 
memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat resiko yang 
wajar terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen 
risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) 
terhadap kegiatan usaha.30  
 
                                                          
29 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012), 
hlm.199-200. 
30 Adiwarman A. Karim  Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ( Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2014), hlm. 255. 
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2. Jenis-jenis Risiko 
Risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan bank maupun 
lembaga keuangan syari’ah non bank antara lain sebagai berikut:31  
a. Risiko kredit. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (default risk), 
risiko pembiyaan (financing risk), risiko penurunan rating (downgrading 
risk), dan risiko penyelesaian (settlement risk).  
b. Risiko pasar. Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar 
(adverse movement) dari portofolio asset yang dimiliki oleh BMT dan 
dapat merugikan BMT. 
c. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan dalam 
memenuhi liabilitas yang jatuh tempo.  
d. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang 
diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan 
proses internal, kesalahan manusia, (human error), kegagalan sistem, 
dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi 
operasional.  
e. Risiko hukum. Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum 
dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul, antara lain karena 
adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-
undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak 
                                                          
31 Imam Wahyudi, dkk. Op.Cit. hlm. 25-27. 
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dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak 
sempurna.  
f. Risiko reputasi. Risiko reputasi terjadi akibat penurunannya tingkat 
kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari 
persepsi negatif. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi adalah 
manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan 
sebagainya.  
g. Risiko strategis. Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam 
pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta 
kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.  
h. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan muncul akibat tidak memenuhi 
dan/tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang 
berlaku, dan prinsip syari’ah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diharuskan 
memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktifitas bisnisnya. 
i. Risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat 
imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah dan memengaruhi perilaku 
nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat 
imbal hasil yang diterima dari penyaluran dana ke debitur.  
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j. Risiko investasi. Risiko investasi muncul akibat BMT ikut menanggung 
kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi 
hasil.32 
Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah dalam 
mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi 
pengeluaran menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan 
sebagainya.  33 
Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri 
dari: 
a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival). 
b. Ketenangan dalam berpikir. 
c. Memperkecil biaya (least cost). 
d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan. 
e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi. 
f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan. 
g. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan. 
 
D. Hubungan Good Corporate Governance dengan Risiko 
 Tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut Good Corporate 
Governance (GCG) melalui prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas 
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional) 
                                                          
32 Ibid.,hlm.28-31. 
33 Abbas Salim., Op.Cit. hlm.201. 
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dan kewajaran (fairness) diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi lembaga, 
manajemen, karyawan, maupun pihak-pihak terkait lainnya.  
Lembaga yang melaksanakan GCG akan lebih mudah dikendalikan oleh 
manajemen, ada keharmonisan kerja antara manajemen (direksi) dengan pengawas 
(komisaris), manajemen dengan karyawan, manajemen dengan pemegang saham, 
maupun manajemen dengan pemerintah dan lingkungan sosialnya. Kebutuhan untuk 
menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri lembaga 
keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan syari’ah non bank seperti 
BMT. Situasi eksternal dan internal semakin kompleks. Risiko dalam kegiatan usaha 
kelembagaan BMT semakin beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan 
praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG selain untuk 
meningkatkan daya saing, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berkaitan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dapat dilihat 
beberapa penelitian. Berikut ini persamaan dan perbedaan yang ada antara peneliti 
dengan peneliti terdahulu.. Penelitian terdahulu antara lain: 
Lidia Pascalia Ayu Kwatingtyas (2017) dengan judul “Pengaruh Pengendalian 
Internal dan Manajemen Risiko pada Good Corporate Governance serta implikasinya 
dalam pencegahan Fraud”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Hasil penelitian yaitu (1) pengendalian internal berpengaruh positif 
terhadap Good Corporate Governance dengan koefisien determinasi 0,577. (2) 
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manajemen risiko tidak berpengaruh positif pada Good Corporate Governance. (3) 
pengendalian internal tidak berpengaruh positif pada pencegahan fraud. (4) 
manajemen risiko berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dengan koefisien 
determinasi 0,639. (5) Good Corporate Governanceberpengaruh positif pada 
pencegahan fraud dengan koefisien deteminasi 0,584 dan (6) pengendalian internal 
dan manajemen risiko secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pencegahan 
fraud melalui Good Corporate Governance.34 
Dessy Hariani, (2011), dengan judul “Pengaruh Penerapan Good Corporate 
Governance Terhadap Risiko Kredit Dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi”. Penelitian 
tersebut memfokuskan pada pengaruh penerapan GCG terhadap risiko kredit dan 
yield sukuk ijarah korporasi. Risiko kredit diukur dengan peringkat surat utang yang 
dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat independen (Pefindo) dan Debt to Equity 
Ratio (DER). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis multinomial logit dan multivariate 
regression. Hasil analisis dalam penelitian tersebut yaitu: Penerapan GCG 
berpengaruh terhadap DER sebagai proksi dari risiko kredit. Proksi GCG yang 
berpengaruh secara signifikan adalah blockholder dan KAP. Penerapan GCG 
berpengaruh terhadap yield sukuk obligasi. Walaupun R2 sangat kecil tapi masih 
                                                          
34 Lidia Pascalia Ayu Kwatingtyas, “Pengaruh Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko 
pada Good Corporate Governance serta implikasinya dalam pencegahan Fraud”. (Tesis, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017). 
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dapat diterima karena memang variabel GCG bukan merupakan faktor yang utama 
yang mempengaruhi nilai yield.35 
Sulistyowati (2017) dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance 
Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan”. Tujuan penelitian ini 
untuk menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan 
yang terdiri atas dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, komite audit 
terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2012-2014. 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian korelasional 
(Correlational Research), dengan karakteristik masalah berupa hubungan 
korelasional antara dua variabel yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya 
korelasi antar variabel tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Sampel diambil dengan 
teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel 
sebanyak 30 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, karena semakin besar jumlah dalam 
anggota dewan direksi dapat menimbulkan semakin banyak konflik, namun jumlah 
tersebut dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang 
semakin beragam pada anggota dewan direksi. (2) Dewan komisaris berpengaruh 
posifif terhadap kinerja keuangan, karena dengan banyaknya jumlah anggota dewan 
komisaris, maka pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik. (3) 
                                                          
35 Dessy Hariani, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit 
Dan Yield Sukuk Ijarah Korporasi”. (Tesis, Prodi Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Peminatan 
Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia, Depok, 2011). 
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Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena 
keberadaan komisaris independen dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas 
untuk memenuhi regulasi saja. (4) Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan, karena komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk 
memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan 
kredibilitas laporan keuangan.36 
Resti Ardhanareswari (2017) dengan judul “Pelaksanaan Dan Pengungkapan 
Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah”. Prinsip GCG yaitu 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan 
kesetaraan diperlukan unuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) 
perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Sama 
halnya dengan pelaksanaan Good Corporate Governance, pengungkapan Good 
Corporate Governance Bank Umum Syariah ini mengacu pada Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang masih digunakan hingga saat ini oleh Bank 
Umum Syariah sesuai Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG Paragraf 1 Laporan 
Pelaksanaan GCG Pasal 62. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif yang secara deskriptif lebih menekankan pada perkiraan daripada 
pengukuran. Penulis memilih studi deskriptif karena penyediaan informasi yang 
dibutuhkan berupa referensi-referensi terkait dan data yang diambil berupa laporan 
tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) periode 2015. Populasi yang 
                                                          
36 Sulistyowati, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap KinerjaKeuangan Pada 
Perusahaan Perbankan”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi,  Vol. 6, No. 1, (Januari 2017). 
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diambil adalah Bank Umum Syariah milik BUMN. Sampel yang digunakan adalah 
BNI Syariah dan BRI Syariah. Dilihat dari hasil pelaksanaan dan pengungkapan 
Good Corporate Governance khususnya pada kedua Bank Umum Syariah yaitu BNI 
Syariah dan BRISyariah maka pelaksanaan Good Corporate Governance kedepannya 
harus berjalan lebih efektif dan tentunya memiliki score/rating GCG yang tinggi. 
Selain itu, pelaksanaan dan pengungkapan Good Corporate Governance harus sesuai 
sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance itu sendiri yaitu 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan 
kesetaraan.37 
Salsabila Sarafina (2017) dengan judul “Pengaruh Good Corporate 
Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-
2015)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis dan menjelaskan pengaruh 
simultan dan dominan Good Corporate Governance yang terdiri dari variabel Dewan 
Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai 
Perusahaan yang dihitung menggunakan Return On Assets dan Tobins’Q. Pеnеlitian 
ini mеrupakan pеnеlitian pеnjеlasan (еxplanatory rеsеarch) dеngan pеndеkatan 
kuantitatif.Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui F.sig α (0,000) < 0,05 
menunjukkan ada pengaruh signifikan secara simultan dari variabel Dewan Komisaris 
Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan. Hasil pengujian hipotesis 
                                                          
37 Resti Ardhanareswari, “Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada 
Bank Umum Syariah”. Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No. 1 (April 2017). 
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kedua diketahui F.sig α (0,000) < 0,05 menunjukkan ada pengaruh signifikan secara 
simultan dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap 
Nilai Perusahaan. Secara parsial masingmasing variabel Good Corporate Governance 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. Nilai 
Adjusted R Square Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan adalah 
sebesar 40,2% sedangkan 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square Good Corporate Governance terhadap 
Nilai Perusahaan adalah sebesar 51,8% sedangkan 48,2% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.38 
Penelitian penulis mempunyai persaman dan perbedaan dengan penelitian 
sebelumnya yang telah disebutkan diatas. Persamaan penelitian penulis dengan 
penelitian sebelumnya terletak pada Good Corporate Governance (GCG). Sedangkan 
perbedaannya terletak pada objek kajiannya, yang mana penulis lebih menekankan 
pada pengelolaan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah non Bank yaitu 
pada BMT. 
 
F. Kerangka Pemikiran  
Berdasarkan landasan teoritis, permasalahan dan penelitian terdahulu yang sudah 
diuraikan penulis maka dapat disusun kerangka berfikir. Kerangka berfikir 
mempunyai arti suatu konsep pola pemikiran dalam rangka member jawaban 
                                                          
38 Salsabila Sarafina, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 
Dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2012-2015) Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 50 No. 3 September 2017. 
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sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Peneliti akan mengadakan penelitian 
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada BMT-UGT Sidogiri 
Cabang Pringsewu dalam pengelolaan manajemen risiko dan berlandaskan pada lima 
prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) dan terdapat prinsip-prinsip GCG 
dalam perspektif ekonmi islam. Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini di 
gambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
PENYAJIAN DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu 
1. Sejarah Berdirinya BMT-UGT Sidogiri Kantor pusat dan BMT-UGT 
Sidogiri Cabang Pringsewu 
Sejarah Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri ini diawali 
keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 diwaktu 
maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau 
mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola 
pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun 
masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum hilang 
sepenuhnya. Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu 
dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa pendiri madrasah ingin 
meneruskan apa yang menjadi keinginan Bpk. KH. Nawawi Thoyib agar segera 
terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.1 
BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu 
kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di 
dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan 
madhrasah, yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni 
                                                          
1BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, Buku Panduan, hlm. 1 
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Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan para 
simpatisan.  
BMT-UGT Sidogiri Jawa Timur didirikan pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 
H atau 6 Juni 2000 M di Sidogiri Barat Kraton Pasuruan Jawa Timur. Kemudian 
mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M 
Propinsi Jawa Timur tertanggal 22 Juli 2000.  
Badan Hukum  : 09/BH/KWK.13/VII/2000  
NDP   : 13.26.2.64.00100  
SIUP    : 517/099/424.061/2003 
NPWP   : 02.082.190.6-624.000  
Telp./Fax   : (0343) 423521 / (0343) 423571  
E-mail   : bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id  
  bmt.ugt.pusat@gmail.com  
Dalam setiap tahun BMT-UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan 
anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial, dan pada tahun ini BMT-UGT 
Sidogiri sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil di 10 Provinsi se 
Indonesia. Di Lampung  ada 4 unit cabang BMT-UGT Sidogiri di antaranya Kalirejo, 
Ambarawa, Gisting dan yang menjadi kantor utamanya Pringsewu, kemudian di 
rencanakan tahun depan akan dibuka cabang baru di Gading Rejo. BMT-UGT 
Sidogiri cabang Pringsewu berdiri pada tanggal 15 Syawal 1432 H atau 4 September 
2012 dan BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu beralamatkan di pasar terminal 
sarinongko Pringsewu Jl. Pemuda kabupaten Pringsewu Lampung.  
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2. Visi dan Misi BMT-UGT Sidogiri  
BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri memiliki visi dan misi dalam 
menjalankan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu : 
a. Visi  
Terwujudnya koperasi BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang 
Amanah, Profesional dan Bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. 
b. Misi 
1) Mengembangkan kepedulian sosial. 
2) Menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana anggota dan 
menyalurkan kembali kepada anggota. 
3) Membangun kemitraan dengan koperasi BMT lain dan lembaga 
keuangan baik bank maupun non bank. 
4) Membina ikatan silaturahmi dengan para anggota. 
5) Memberdayakan ekonomi dan anggota.  
 
3. Stuktur Jajaran Pengurus BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu 
Struktur organisasi (design organization) dapat didefinisika sebagai 
mekanisme-mekanisme formal mengelola organisasi. Struktur organisasi 
menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di 
antara fungsi-fungsi, bagian atau posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan 
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kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu 
organisasi.2 
Struktur organisasi merupakan suatu sistem atau jaringan kerja terhadap 
tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama 
pekerjaan  individual dan kelompok. Oleh karena itu, struktur organisasi hendaknya 
mengalokasikan pekerjaan melalui sebuah divisi pekerjaan dan menyediakan 
koordinasi dari hasil-hasil kinerja sehingga sasaran organisasi terlaksana dengan 
baik. Bentuk dari pengalokasian pekerjaan tersebut dapat digambarkan ke dalam 
suatu struktur organisasi atau bagan organisasi.3 
Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan BMT-UGT Sidogiri 
cabang Pringsewu bapak Lukman Hakim mengungkapkan bahwa “struktur BMT-
UGT Sidogiri cukup panjang karena sifat koperasi adalah kepengurusan jadi 
pengurus dipilih oleh anggota dan nanti kita tanggal 18 Februari akan RAT (Rapat 
Anggota Tahunan) dipusat. Anggota sebagai pemilik koperasi memilih jajaran 
pengurus dan pembagian tugas telah memiliki bagian yang cukup memadai” 
Adapun struktur organisasi yang ada di BMT-UGT Sidogiri hampir sama 
dengan yang ada di perbankan syari’ah. Namun stuktur BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 
 
 
                                                          
2 Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.132. 
3 Amirullah Haris Budiyono, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 
hlm.168.  
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Gambar 3.1 
Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu 
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lembaga dalam pencapaian tujuan suatu lembaga yang akan dicapai. Hal ini 
dilakukan agar masing-masing bagian bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas 
yang diamanahkan oleh lembaga, berikut uraian fungsi dan tugas tersebut: 
a. Kepala Cabang 
1) Bertanggung jawab berkembang dan tidaknya cabang dan cabang 
pembantu binaannya di wilayahnya. 
2) Memimpin dan mengkoordinir operasional cabang dan cabang 
pembantu binaannya. 
3) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala capem di 
wilayahnya (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaannya). 
4) Membuat stategi pencapaian hasil pembuatan proyeksinya lalu 
memonitoring dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang 
diperlukan demi perbaikan. 
5) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencarian pembiayaan 
sesuai dengan plafond yang telah ditentukan. 
6) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus-menerus 
serta melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya. 
7) Mengusulakn pelatihan untuk meningkatkan SDI (Sumber Daya Insani) 
bawahannya. 
8) Mengusulkan promosi jabatan atau mutasi jabatan serta rooling tempat 
kerja di wilayah binaannya. 
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9) Memastikan semua SOM (Standar Operasional Manajemen) dan SOP 
(Standar Operasional Prosedur) dilakukan dengan baik dan sebagai 
mana mestinya. 
10) Mengendalikan likuiditas dan menjaga likuiditas cabang dan capem 
dibawahnya. 
11) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal 1 bulan 
sekali. 
12) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 
bulan sekali. 
b. Kabag Legal Remidial 
1) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai 
prosedur.  
2) Memastikan pencapaian target NPF tercapai.  
3) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh 
AOP sesuai prosedur.  
4) Memastikan kas tunai yang ada di brankas sesuai dengan SIMBT.  
5) Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan 
barang agunan.  
6) Memastikan pelaksanaan ketentuan audit berjalan sesuai ketentuan.  
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c. Kabag Simpanan dan Pinjaman 
1) Memastikan cabang dan seluruh capem dibawahnya tercapai 
penghimpunan tabungan sesuai target.  
2) Memastikan cabang dan seluruh capem dibawahnya tercapai penyaluran 
pembiayaan sesuai target.  
3) Menjaga kualitas pembiayaan cabang dan capem dibawahnya.  
4) Memastikan akuntabilitas pencatatan di cabang dan capem dibawahnya.  
5) Memastikan terlaksananya kegiatan pemasaran, tersedianya sarana 
pemasaran dan pengadaan hadiah.  
6) Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan cabang dan capem 
dibawahnya pada sistem yang berjalan. 
7) Menjadi wakil pusat yang ada di cabang sebagai penjaga sistem dan 
pengendalian risiko.  
8) Memastikan pelaksanaan kas opnam harian kasir berjalan sesuai 
ketentuan.  
d. AOSP (Account Officer Simpanan dan Pembiayaan) 
1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi. 
2) Melaksanakan survey pembiayaan dan memastikan pemohon 
pembiayaan mengetahui ketentuan dan persyaratan pembiayaan.  
3) Memastikan penerimaan setoran tabungan dan pembiayaan serta 
penarikan simpanan dijalankan dan dicatat sesuai dengan ketentuan dan 
prosedur. 
60 
 
4) Memerikasa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap 
agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan. 
5) Bertanggungjawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal 
kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu 
memonitoring calon/anggota peminjam. 
e. AOAP (Account Officer Analisa dan Pembiayaan) 
1)  Memastikan kualitas pembiayaan baik.  
2) Memastikan kebenaran informasi hasil survey dan analisa pemohon 
pembiayaan dan agunan.  
3) Memastikan tempat tinggal dan karakter pemohon sesuai dengan 
pengajuan. 
4) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai 
prosedur. 
5) Memastikan kebenaran agunan dan nilai transaksi agunan pemohon 
sesuai dengan prosedur.  
6) Memastikan kas tunai di brankas sesuai dengan SIBMT dengan berita 
acara Cash Opname.  
7) Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan 
agunan berjalan sesuai prosedur.  
f. Kasir 
1)  Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas.  
2) Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara benar sesuai ketentuan.  
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3) Memastikan menjalankan fungsi kasir dengan efektif dan efisien. 
4) Melakukan mengecekan terhadap checklist accounting, back up laporan 
transaksi harian dan mutasi tabungan perkode transaksi. 
5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya. 
6) Bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan 
bulanan antara lain: Arus kas, neraca bulanan, tabel pendapatan, laporan 
laba rugi, table distribusi pendapatan, posisi kekayaan, jumlah penabung 
dan pembiayaan. 
 
5. Produk-produk di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu 
 Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga mikro syariah. Sebagai lembaga 
keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya.4 
BMT-UGT Sidogiri memiliki produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk 
jasa. Produk simpanan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dan juga 
sebagai kepentingan sosial, produk pembiayaan yang berfungsi menghimpun serta 
menyalurkan dana untuk tujuan bersifat profit sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah 
dan BMT juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa atau member produk jasa 
(service) kepada anggotanya dengan mendapat imbalan berupa sewa atau 
keuntungan. Adapun produk BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu sebagai berikut: 
 
 
                                                          
4Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 461. 
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a. Produk Simpanan 
1) Tabungan Umum Syariah  
2) Tabungan Wadiah 
3) Tabungan Haji Al Harumain 
4) Tabungan  Lembaga Peduli Siswa 
5) Tabungan Idul Fitri 
6) Tabungan Kurban 
7) Tabungan Ziarah 
8) Tabungan Pendidikan (Tarbiyah) 
9) Tabungan Masa Depan 
10) Tabungan antar Kantor 
 
b. Produk Pembiayaan  
1) UGT-GES (Gadai Emas Syariah)  
2) UGT-MUB (Modal Usaha Barokah)  
3) UGT-MTA (Multiguna Tanpa Agunan)  
4)  UGT-KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)  
5) UGT-PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)  
6) UGT-PBE (Pembelian Barang Elektronik)  
 
c. Produk Jasa (services)  
1) Pelayanan Transfer atau Kiriman Uang  
2) Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon  
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3) Pengurusan Pendaftaran Haji dan Umroh  
4)  Asuransi Syari’ah Keluarga Indonesia  
 
B. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di BMT-UGT Sidogiri 
cabang Pringsewu 
Good corporate governance (GCG) sebagai suatu mekanisme dalam tata 
kelola organisasi secara baik yang melakukan pengelolaan sumber daya organisasi 
secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka 
atau transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 
(Responsibility), Professional (professional), dan Kewajaran (fairness) dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi. Good corporate governance (GCG) juga merupakan 
perwujudan dari akhlak dalam islam yang merupakan prinsip-prinsip syari’ah 
termasuk bagian dari sistem syari’ah. Adapun hasil penelitian pelaksanaan Good 
corporate governance (GCG) di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu adalah 
sebagai berikut: 
a. Transparansi (transparency) 
Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan 
keputusan. BMT dalam hal mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-
informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan 
kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainya. 
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Dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu bapak Lukman Hakim mengungkapkan bahwa “prinsip transparansi yang 
ada di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam sistem rekrutmen pegawai di 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu tidak dilakukan secara terbuka hanya 
dilakukan di internalnya saja yaitu dengan mencari minimal 50% harus alumni 
Sidogiri. Meskipun ada lulusan S1, S2 yang diambil justru alumni pondok 
pesantrennya walaupun hanya lulusan SMA dan seandainya tidak ada minimal 
alumni pondok pesantren yang tujuan pokoknya adalah alumni pesantren tidak 
hanya mengelola umat tapi juga mengelola ekonomi syari’ah.” 5 
Proses perekrutan di BMT-UGT Sidogiri yang tidak dilakukan secara terbuka 
dan lebih mengutamakan alumni pondok pesantren padahal alumni bukanlah santri 
yang backgroundnya ekonomi tapi lebih keagamaan. Dan tingkat SDI nya pun 
terbilang belum mumpuni untuk mengelola keuangan. Namun tujuan pokoknya 
adalah alumni pondok pesantren tidak hanya mengelola umat tapi juga mengelola 
ekonomi syari’ah. Kemudian memperioritaskan para alumni pondok pesantren 
karena prinsip yang di pegang BMT adalah jujur dan amanah. Sedangkan sifat 
tersebut diyakini dimiliki oleh lulusan pesantren. Jika prinsip seseorang yaitu jujur 
serta amanah meski belum mempunyi kapasitas SDI yang bagus, setidaknya uang 
uang yang dipercayakan tidak akan hilang. Jadi tetap mendapat kepercayaan. Sebab 
untuk SDI dapat dibentuk asal ada kemauan dari manusianya. 
                                                          
5 Lukman Hakim, kepala pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu, wawancara , 5 
Februari 2018. 
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Lebih lanjut pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu bapak Lukman 
Hakim mengungkapkan bahwa “Kemudian masalah sistem kinerja dalam 3 bulan 
sekali ada tim audit internal yang memeriksa dari sistem kerja, pengambilan 
tabungan, penagihan, perekrutan anggota dan sebagainya. Jika salah satu yang ada 
di SOP dilanggar maka akan terbit SP (surat peringatan). Namun, jika 
menggelapkan dana anggota maka akan langsung dihentikan secara tidak hormat, 
walaupun hanya seribu rupiah. Selalu transparan ketika pembagian nisbah dan 
transaksi. Kita anggap transparansi kita itu dari alat, yang namanya mobile printer 
jadi anggota setiap menabung dilapangan langsung kita print jadi menguji kejujuran 
dikaryawan. Karyawankan biasanya ketika anggota nabung 100 ribu jika tidak 
dikasih slip dikhawatirkan bisa timbul ketidak jujuran makanya dengan mobile 
printer langsung di print kasih keorang yang menabung. Jadi disitukan terjadi 
kepercayaan antara anggota dengan karyawan yang ada dilapangan dan 
transparan.”6 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam transaksinya memberikan slip 
kepada anggotanya. Ini bertujuan agar adanya kecocokan antara tabungan anggota 
dengan catatan yang dilakukan oleh pegawai lapangan. Kemudian di BMT-UGT 
Cabang Pringsewu terdapat tabungan manual untuk orang yang rutin menabung 
untuk setiap harinya jadi pihak anggota BMT memiliki slip saat orang tersebut 
menabung dan BMT memiliki catatan yang setiap harinya transaksi sudah masuk 
                                                          
6 Lukman Hakim, kepala pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu, wawancara , 5 
Februari 2018. 
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kedalam sistem didalam komputer otomatis ketika menabung. Jadi diharapkan 
terkontrol dua pihak. Pihak BMT pun mengharapkan anggotanya untuk cek kekantor 
seminggu sekali atau sebulan sekali untuk print benar atau tidak petugas yang 
dilapangan dalam menyetorkan  jumlah uang anggotanya kekantor.  
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu pun selalu mengadakan rapat pekanan 
membahas segala yang telah berjalan selama sepekan yang sudah berjalan kita bahas 
dan keluahan masyarakat, target perharinya bagaimana ada kendala atau tidak untuk 
melanjutkan di pekan selanjutnya, dengan kata lain sebagai evaluasi.  
Kemudian wawancara dengan AO BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu 
bapak Iswandi mengungkapkan bahwa di BMT sistemnya sudah terbuka. Jadi setiap 
anggota yang menabung  bisa memantau tabungannya tersebut. Untuk yang di tarik 
di pasar, setiap kali transaksi sudah online. Jadi anggota bisa langsung melihat saldo 
akhir dari hasil printnya. Karena BMT sudah menggunakan mobile printer. 
Kemudian BMT ada produk mobile UGT atau jika di bank sama seperti mobile 
banking bisa untuk mengecek saldo, transaksi dan sebagainya. 
 
b. Akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 
pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Di 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam penerapan prinsip akuntabilitas sesuai 
dengan job discription nya masing-masing, seperti yang diungkapkan oleh pimpinan 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu bapak Lukman Hakim dalam wawancara 
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yang penulis lakukan “kita bekerja disini sesuai dengan job discription setiap 
karyawan memiliki job discriptionnya sendiri-sendiri. Tapi seperti tadi jika 
karyawan lain meminta bantuan ngitung ya saya bantu itung”. 7 
Begitu pula yang diungkapkan oleh karyawan BMT bahwa Prinsip 
akuntabilitas di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu tanggung jawab setiap 
karyawan pembagian sesuai dengan job discription, namun jika ada yang meminta 
bantuan yang lain bisa membantu. Job discription itu sudah di seleksi tapi bukan dari 
awal masuk karena awal masuk ke BMT langsung dilapangan dilihat kinerjanya 
cocoknya dibagian mana dilanjutkan magang terlebih dahulu. Magang dulu setelah 
terlihat bidangnya dimana baru minimal 1 tahun dia magang. Untuk tahun-tahun 
yang sudah berlalu minimal 1 tahun magang baru bisa ikut pelatihan-pelatihan 
karyawan. Jadi bekerja bukan permintaan karyawan tapi dilihat dibidang mana bisa 
bekerja. 
 
c. Pertanggungjawaban (Responsibility)  
Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank 
dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan 
bank yang sehat. BMT-UGT Sidogiri dalam prinsip pertanggung jawaban kaitannya 
dengan anggota bahwa di BMT dalam kegiatan kas, simpanan, ke anggota setiap hari  
menggunakan mobile printer yang sudah online transaksinya selanjutnya petugas 
lapangan yang menarik tabungan tersebut jika kekantor ia selalu merekap transaksi 
                                                          
7 Lukman Hakim, kepala pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu, wawancara , 5 
Februari 2018. 
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dan jumlah uangnya. Dan setiap bulan juga ada monitoring simpanan anggota yang 
menabung melalui petugas dilapangan, jadi ada kesesuaian saldo yang ada di 
tabungan dan di kantor.  
Tanggungjawab sosial yang dilakukan BMT-UGT Sidogiri yakni melakukan 
kegiatan sosial yang diperintahkan dari pusat.  Kemudian jika masalah zakat 
melakukan setoran seluruh kantor cabang. Lebih lanjut Pringsewu bapak Lukman 
Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa “tanggung jawab dari atas adalah 
bagaimana caranya kepala cabang itu mempunyai kabag legal dan kabag simpanan. 
Kabag legal kabag simpanan bertanggung jawab atas DPK dan pembiayaannya yang 
ada dilampung yang membawahi 4 kantor. Kabag legal memantau bagaimana 
caranya pembiayaan yang ada di BMT itu sudah baik semu, taat prosedur dalam 
transaksi yang sudah ditetapkan. Mereka dibawahnya ada kepala capem yang 
membawahi kasir membawahi AO SP AP. 
 
d. Professional (professional) 
Professional (professional) yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak 
objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta 
memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Di dalam 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu professional sangat dituntut sesuai tanggung 
jawab masing-masing karyawan. Seperti ungkapan bapak Lukman Hakim dalam 
wawancara menyatakan bahwa “tekanan dari luar tidak ada justru dari dalam diri 
sendiri, pantas tidak saya jadi ini. Kemudian jadi karyawan harus siap ditempatkan 
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dimana saja untuk tekanan selagi kita berusaha yang terbaik yasudah karena 
kewajiban kita dari BMT Sidogiri maka berikan yang terbaik untuk sidogiri. Perkara 
mau ditempatkan dimana jabatan apa sami’na waato’na”.  
Karyawan di BMT-UGT Sidogiri selalu berusaha melaksanakan tugasnya 
dengan professional namun tekanan dalam bekerja terkadang masih muncul. Seperti 
yang dipaparkan oleh karyawan BMT dalam wawancar “tekanan dalam bekerja ada 
karena kerja dengan target, orang yang di target biasanya ada tekanan. Tapi kita 
tetap pendekatan dari pemimpin bukan penekanan meskipun ada target yang harus 
dicapai tapi bukan penekanan yang digembor-gemborkan tapi lebih ke motivasi. 
tidak adanya pengaruh dari pihak luar meski itu keluarga sendiri. Misal dalam 
pengajuan pembiayaan karena dia orang dekat menyalahi prosedur itu tidak bisa 
karna disini sudah tersistem. Untuk proses persetujuan pembiayaan saja harus 
melewati beberapa orang bukan hanya pimpinan, jika pemimpinnya iya yang lain 
tidak maka tidak bisa sebab ada anggota komitenya.”8 
 
e. Kewajaran (fairness) 
Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memengaruhi hak-
hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. BMT 
selalu memberikan hak-hak anggotanya. Kemudian menurut karyawan BMT dalam 
prinsip keadilan karyawaan tidak dibeda-bedakan dengan karyawan lainnya, 
kerjasama yang sehat dan saling memotivasi. Namun jika melakukan pelanggaran 
                                                          
8 Lukman Hakim, kepala pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu, wawancara , 5 
Februari 2018. 
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seperti tidak disiplin maka karyawan dapat dikenakan surat peringatan (SP). Jam 
kerja BMT dari jam 7.30 sampai 14.30 kecuali hari Ahad hanya sampai jam 12.00 
dan di BMT sudah menggunakan finger print jika karyawan terlambat masuk yaitu 
lewat jam 7.30 sebanyak 3 kali maka terbit SP satu. Kemudian pembayaran gaji yang 
dilakukan setiap akhir bulan tidak ada pengunduran atau telat pembayaran. 
Karyawan mendapat fasilitas bahkan jika diukur dari kewajiban dan haknya masih 
banyak hak yang didapatkan.  
Penerapan Good corporate governance (GCG) lebih lanjut menurut pimpinan 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu memang menerapkan prinsip-prinsip sifat 
nabi yang disingkat dengan STAF yaitu Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathanah, yang 
mana prinsip syari’ah tersebut merupakan bagian dari sistem syari’ah. 
Hasil wawancara penulis dengan para pegawai BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu, bahwa penerapan Good corporate governance (GCG) di BMT-UGT 
Sidogiri cabang Pringsewu masih dalam proses memaksimalkan. Sebab SOP 
(Standard Operating Procedures) yang diterapkan selalu berubah-ubah mulai tahun 
2016 pertengahan semester ada gelombang perubahan SOP besar-besaran dan masih 
dalam tahap sosialisasi dan penerapannya belum sempurna, kemudian di tahun 2017 
ada penataan SOP dan di tahun 2018 masih dalam proses penerapan yang sesuai 
dengan standar manajemen SOP (Standard Operating Procedures). 
Hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota BMT-UGT Sidogiri 
cabang Pringsewu, bahwa anggota menilai pelayanan yang ada di BMT sudah cukup 
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baik, namun harus lebih ditingkatkan agar anggota semakin merasa aman menitipkan 
dananya di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu. 
Untuk meningkatkan kinerja BMT dan memotivasi seluruh pegawai termasuk 
pemimpin di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu memiliki Gerakan Disiplin 
Fundamental dimana implementasi disiplin menuju pelampauan target, pertumbuhan 
bisnis, penurunan NPF, serta memerangi fraud. Yang dilaksanakan melalui perilaku 
disiplin sholat, disiplin waktu, disiplin taat prosedur, disiplin monitoring pencapaian 
target kerja, disiplin kerapihan, disiplin tegur sapa (salam, senyum dan terimakasih) 
dan berakhlaqul karimah. Namun pada kenyataanya masih ada beberapa pegawai 
disiplin kerapihan dan disiplin tegur sapa masih perlu diperbaiki. 
Berdasarkan hal tersebut Good corporate governance (GCG) di BMT-UGT 
Sidogiri cabang pringsewu terindikasi belum terlaksana secara maksimal. Dalam hal 
ini sebagai perusahaan haruslah mengimplementasikan Good corporate governance 
(GCG) agar menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan operasional 
perusahaan, begitu pula pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu. Sebab  
kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasa sangat dalam industri  
lembaga keuangan syari’ah non bank. Risiko kegiatan usaha baik eksternal maupun 
internal semakin kompleks dan beragam pada kelembagaan BMT. Keadaan tersebut 
semakin meningkatkan praktik tata kelola perusahaan atau GCG perusahaan yang 
baik. Dengan tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian 
dan keseimbangan (check and balance) untuk mencegah penyalahgunaan dari 
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sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan 
serta meningkatkan daya saing juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. 
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BAB IV 
PENYAJIAN DATA PENELITIAN 
 
 
A. Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di BMT-UGT 
Sidogiri cabang Pringsewu 
Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dari 
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka langkah selanjutnya peneliti 
akan melakukan analisa data dengan menjelaskan lebih lanjut dari penelitian yang 
dilakukan. Sesuai dengan analisa data yang diperoleh oleh peneliti yaitu 
menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (pemaparan) dengan menganalisa data 
yang telah peneliti kumpulkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi selama 
peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait. 
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa secara umum Good 
corporate governance sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik 
dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, 
ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, 
pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal 
organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal organisasi 
lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya 
organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih 
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menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan 
secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. 
Teori di muka telah banyak menjabarkan tentang GCG, dan disini secara 
umum analisis prinsip-prinsip utama pelaksanaan Good corporate governance pada 
BMT UGT Sidogiri cabang Pringsewu yaitu:  
a. Transparansi (transparency) 
Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan 
informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan 
keputusan. BMT dalam hal mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-
informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan 
kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainya. 
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip transparansi 
pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu menunjukkan bahwa terdapat indikator 
yang belum terpenuhi sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Indikator Prinsip Transparansi (Transparency) 
Indikator Transparansi (transparency) 
Terlaksana 
Ya Tidak 
Kemudahan mengakses informasi   
Ketersediaan informasi   
Kerahasiaan perusahaan   
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Penyampaian kebijakan   
Visi dan misi perusahaan   
 
Prinsip transparansi dalam BMT harus menyediakan informasi yang materiil 
dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 
kepentingan. Namun prinsip transparansi yang ada pada BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu belum sepenuhnya sesuai, terdapat beberapa faktor yang membuat 
penerapan transparansi belum baik yaitu seperti visi dan misi yang tertulis pada 
website dan kalender yang ada di kantor terdapat ketidak samaan sehingga dapat 
membuat bingung pegawai dan pihak yang berkepentingan lainnya saat melihat visi 
dan misi BMT, kemudian juga sudah ada kebijakan BMT namun belum tertulis. Hal 
ini menyebabkan kredibilitas informasi pada perusahaan menjadi kurang terpercaya. 
Padahal, kredibilitas informasi sangatlah penting agar dapat dipercaya oleh semua 
pengguna informasi.  
Hasil wawancara dengan pimpinan di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu, 
bahwa pelaksanaan pada prinsip GCG yakni tentang transparansi (transparency), 
menurut beliau BMT sudah berusaha semaksimal mungkin dalam hal memberi 
keterangan dan informasi-informasi yang benar dan sesuai realita serta tidak ada 
kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainya tersebut. 
Namun dalam hal rekrutmen pegawainya pihak BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu tidak melakukannya secara terbuka. Ini disebabkan pihak BMT memiliki 
kriteria tersendiri. Namun hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan ketidak optimalan 
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dalam mengambil SDI. Diluar dari perekrutan karyawan, hubungannya dengan 
anggota berupa dana anggota. BMT selalu memberi rasa aman kepada anggota 
dengan memberi memberikan slip setiap kali transaksi dan anggota pun dapat 
melakukan pengecekan berkala masalah dana yang dititipkan ke kantor secara 
langsung. 
Keterbukaan informasi dari BMT yang dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi stakeholders dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan dan 
pengelolaan good corporate governance (GCG) merupakan sebuah konsep yang 
menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 
benar, akurat, dan tepat waktu. GCG menunjukkan juga kewajiban BMT untuk 
mengugkapkan semua informasi kinerja keuangan maupun non-keuangan BMT 
secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik 
maupun tertutup harus memandang GCG bukan sebagai aksesori, melainkan sebagai 
upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Hal tersebut dilakukan oleh BMT-
UGT Sidogiri cabang Pringsewu ketika RAT yang dilaksanakan setiap bulan februari 
yang dipusatkan di Jawa Timur. 
 
b. Akuntabilitas (accountability) 
Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 
pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 
Dalam hal ini BMT dituntut melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan lembaga 
sesuai fungsi dan dalam praktek manajemen semua yang terlibat dalam organisasi 
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dari masing-masing pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima 
dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa keragu-raguan pada anggota BMT dan 
pihak yang berkepentingan lainnya. 
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip akuntabilitas 
pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu menunjukkan bahwa terdapat indikator 
yang belum terpenuhi sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Indikator Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 
 
Indikator Akuntabilitas 
(accountability) 
Terlaksana 
Ya Tidak 
Perincian tugas dan tanggung jawab   
Kompetensi yang sesuai   
Sistem pengendalian internal   
Pengukuran kinerja   
Pelaksanaan tugas sesuai pedoman   
 
Dalam prinsip akuntabilitas BMT harus mempertanggungjawabkan kinerjanya 
secara transparan dan wajar. Maka dari itu, BMT harus dikelola dengan cara yang 
benar dan terukur, serta sesuai dengan kepentingan BMT dengan tetap 
memperhitungkan kepentingan shareholders dan stakeholders. Penerapan prinsip 
akuntabilitas pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu juga dikatakan belum 
sepenuhnya baik. Hal tersebut disebabkan karena job description terperinci namun 
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kadang kala karyawa yang lain jika ada waktu kosong bisa membantu karyawan yang 
lain, ini dikhawatirkan muncul adanya rangkapan jabatan. Selain itu, Standard 
Operating Procedure (SOP) pada BMT terperinci, namun masih dalam proses 
penyempurnaan.  
Hal ini penting agar standar operasional di perusahaan lebih jelas, sehingga 
karyawan dapat mengurangi tingkat kesalahan maupun kelalaian yang dapat terjadi 
ketika mengerjakan tugas mereka. SOP memiliki fungsi untuk memperlancar tugas 
karyawan atau tim kerja, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang terjadi di 
dalam perusahaan sehingga mudah ditangani, mengarahkan karyawan agar tetap 
disiplin dalam bekerja, dan sebagai dasar hukum yang jelas apabila terjadi 
penyimpangan. Akuntabilitas yaitu berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya 
kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewengannya masing-masing. 
 
c. Pertanggungjawaban (Responsibility)  
Pertanggungjawaban (Responsibility) perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di 
dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 
perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan 
dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, 
kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. BMT 
pun disini diharapkan memperhatikan segala kesesuainnya dalam melakukan 
operasionalnya sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. 
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Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip 
pertanggungjawaban pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu menunjukkan 
bahwa telah dilaksanakan dengan baik sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Indikator Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) 
 
Indikator Pertanggungjawaban (Responsibility) 
Terlaksana 
Ya Tidak 
Kepatuhan hokum   
Tanggung jawab sosial   
Prinsip kehati-hatian   
 
Prinsip pertanggungjawaban (responsibility) pada BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu sudah dilaksanakan dengan baik Seperti pembayaran gaji karyawan yang 
selalu tepat waktu, memberi fasilitas memadai kepada karyawannya. Selanjutnya, 
sudah memenuhi prinsip pertanggungjawaban yang menyebutkan bahwa lembaga 
harus mematuhi peraturan undang-undang dan melaksanakan tanggung jawabnya 
terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan 
bisnis dalam jangka panjang dan diakui sebagai warga lembaga yang baik.  
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu sudah memiliki Corporate Social 
Responsibility selain memberikan fasilitas yang memadai kepada karyawan, 
perusahaan secara rutin memberikan sumbangan keamanan dengan pihak pasar 
setahun sekali. Perusahaan juga sudah mematuhi UU ketenagakerjaan mengenai 
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penetapan jam kerja dan pembayaran upah. Tanggung jawab sosial atau social 
responsibility adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena 
ketergantungannya tersebut, maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan 
dan harapan masyarakat, CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia 
usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan 
ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan 
peningkatan taraf hidup karyawan beserta keluarganya.  
  
d. Professional (professional) 
Professional (professional), yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak 
objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta 
memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan lembaga. Dalam pelaksanaan 
operasionalnya BMT tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari pihak manapun, 
yang berarti dijalankan secara professional.  
Prinsip professional (professional), dalam BMT harus dikelola secara 
independen dengan keseimbangan kekuasaan yang tepat, sehingga tidak ada organ 
perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak 
lain. Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh 
atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.  
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip professional 
pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu menunjukkan bahwa telah dilaksanakan 
dengan baik sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Indikator Prinsip Professional (Professional) 
 
Indikator Professional (professional) 
Terlaksana 
Ya Tidak 
Dominasi dan pengaruh   
Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab   
 
Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu prinsip professional sudah 
diterapkan dengan baik, seperti pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) dilaksanakan secara bersama agar keputusan menjadi objektif, tidak 
adanya konflik divisi lembaga yang satu dengan divisi lain, lembaga dikelola secara 
profesional dengan tidak adanya pihak keluarga yang meng-intervensi. Tidak ada 
juga pengaruh dari pihak eksternal walaupun ada dari pemerintah, namun regulasi 
pemerintah tetap mempengaruhi pengambilan keputusan dalam lembaga. 
 
e. Kewajaran (fairness) 
Kewajaran (fairness), yaitu keadaan dan kesetaraan dalam memengaruhi hak-
hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.1  
Dalam prinsip kewajaran (fairness) BMT dalam melakasanakan kegiatannya, 
lembaga harus selalu mempertimbangkan kepentingan shareholders dan stakeholders 
lainnya. Fairness adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak 
yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal 
                                                          
1 Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 260. 
82 
 
ini, ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 
terlindungi dari kecurangan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh 
orang dalam. 
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menilai bahwa prinsip kewajaran pada 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu menunjukkan bahwa telah dilaksanakan 
dengan baik sebagai berikut: 
 Tabel 4.5 
Indikator Prinsip Kewajaran (fairness) 
 
Indikator Kewajaran (fairness) 
Terlaksana 
Ya Tidak 
Kesempatan berpendapat   
Kesetaraan kompensasi   
Kesempatan karyawan   
 
Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu telah member kesempatan 
kepada anggota dalam berpendapat yang dapat disampaikan secara langsung dalam 
RUPS, pembagian nisbah sudah sesuai dengan porsinya. BMT juga adil terhadap 
karyawan dimana tidak ada yang dibeda-bedakan karyawan yang satu dengan yang 
lainnya. juga terdapat kesempatan dalam pengembangan karir yang sama terhadap 
setiap karyawan.  
Menurut KNKG, salah satu tujuan diterapkannya Good Corporate 
Governance adalah mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui 
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sistem manajemen yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selain itu, kegiatan terencana dan 
terprogram dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola yang baik. Di 
samping itu, perlu dibentuk sistem kerja sama tim yang baik dengan berbagai pihak, 
terutama dari seluruh karyawan dan top manajemen. Sistem tata kelola organisasi 
perusahaan yang baik menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata 
kelola perusahaan (GCG) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal 
prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, diharapkan perusahaan dapat hidup 
secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholder. 
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain transparancy, 
accountability, responsibility, professional, dan fairness saat ini wajib dan harus 
diterapkan disegala aspek bisnis termasuk BMT untuk mendorong terciptanya pasar 
yang efisien dan transparan. Dan di BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu penerapan 
prinsip-prinsip GCG masih terdapat beberapa yang harus masih diperbaiki dan 
ditingkatkan. 
 
B. Analisis Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengelola 
Risiko Menurut Perspektif Ekonomi Islam 
 
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sebelumnya telah 
dijelaskan sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip Islamic Corporate 
Governance. Transparansi merujuk pada shiddiq, akuntabilitas merujuk pada shiddiq 
responsibility merujuk pada amanah, tabligh, dan fathanah, fairness merujuk pada 
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shiddiq dan amanah. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip 
tersebut tercakup dalam prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance bukan berarti 
keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka 
pelaksanaan dan aplikasinyapun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-
prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam Islamic Corporate 
Governance lebih lengkap apabila dibandingkan dengan GCG pada umumnya. 
 Islam sebagai aturan hidup (nidham al hayat) yang mengatur seluruh isi 
kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara ataupun kiat dalam menjalani 
kegiatan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar 
manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagai mana yang telah diatur oleh 
Allah SWT, bahwa ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari 
indikator lainnya, melainkan sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada 
kebenaran. 
Terdapat beberapa prinsip-prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya 
GCG pada BMT, pedoman yang digunakan oleh BMT-UGT Sidogiri tentang 
pelaksanaan tata kelola sistem perusahaan adalah menggunakan prinsip sifat nabi 
yang disingkat dengan STAF yaitu Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathanah, yang mana 
prinsip syari’ah tersebut merupakan bagian dari sistem syari’ah. Nilai-nilai yang 
dimaksud antara lain sebagai berikut: 
a. Shidiq  
Shidiq yang berarti jujur artinya segala yang disampaikan merupakan keadaan 
yang sebenarnya, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang 
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menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana 
masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan 
(halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat 
dilarang (haram). Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu 
ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. 
Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam corporate governance secara 
Islam. Corporate governance dalam Islam menekankan kejujuran dalam ucapan dan 
tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat shiddiq 
ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis 
menjadi lebih bersih, fair, tidak ada penipuan serta kedzaliman. 
Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu prinsip Shidiq sudah diterapkan 
dengan baik yakni dengan tidak adanya kasus korupsi, atau penyelewengan dana 
anggota, selama BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu berdiri belum pernah hal 
tersebut terjadi. Karena karyawan selalu ditanamkan kedisiplinan dan berakhlakul 
karimah. Seperti di BMT-UGT Sidogiri semua karyawan diusahakan setiap hari 
sebelum masuk kerja untuk sholat dhuha, selalu menjaga sholat berjamaah, seminggu 
sekali diadakan gerak batin yang tujuannya lebih mendekatkan diri kepada Allah 
SWT yang harapannya dapat membentuk insan yang segala tindakannya didasarkan 
karena Allah SWT. BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu sendiripun jika ada 
karyawan yang menyalah gunakan dana walaupun itu hanya sebesar seribu rupiah 
pun, akan dapat langsung dikeluarkan secara tidak hormat. Hal tersebut dilakukan 
untuk menghindari risiko reputasi bisa dipercaya masyarakat luas. Sebab lembaga 
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kepercayaan sekelas BMT sekali saja dinodai namanya, kepercayaan masyarakat 
dapat rusak. Dan selama BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu berdiri belum pernah 
hal tersebut terjadi. Karena karyawan selalu ditanamkan kedisiplinan dan berakhlakul 
karimah. 
 
b. Tabligh  
 Tabligh berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran, 
secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat 
mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya 
tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari’ah semata, tetapi juga harus 
mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa. Allah swt 
memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku 
bijaksana pada kedua urusan tersebut. Dengan sikap tabligh diharapkan dapat 
menjadi insan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang 
salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran. 
 Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu prinsip tabligh sudah diterapkan 
oleh pimpinan cabang dengan selalu mengedukasi karyawan dan anggotanya tentang 
masalah bertransaksi yang sesuai dengan syari’ah bebas dari riba dan halal. Ini 
dilakukan agar tetap menjaga ekonomi umat yang bebas dari riba sesuai dengan 
islam yang berlaku pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu demi terciptanya 
maslahah lil umah. Pengedukasian karyawan dan anggota juga bertujuan untuk 
mengurangi risiko kredit atau gagal bayar dan pembiayaan lainnya. 
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 BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam prinsip tabligh ini dalam 
ekonomi islam sama-sama belajar, sama-sama tholabul ilmi yang pasti Sidogiri itu 
saling ta’awun saling membantu. Karyawan pun dituntut dapat menyampaikan 
produk-produk yang ada di BMT secara baik dan bermuamalah yang baik sesuai 
dengan prinsip islam. Komunikatif dalam memberikan solusi bahwa kita tidak bisa 
memberantas tapi kita dapat mengurangi permasalah ekonomi yang ada. 
Menjelaskan sebaik mungkin kepada anggota bahwasanya simpan pinjam yang ada 
di Sidogiri ini adalah yang terbaik,dan bebas dari riba. Sebab terkadang BMT-UGT 
sidogiri sudah punya akad yang baik tetapi masyarakat yang tidak mau tahu dan 
ingin dalam segala prosesnya cepat, padahal professional di BMT adalah SOP tidak 
bisa terburu-buru.  
 
c. Amanah 
 Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. 
Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Menjaga dengan 
ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari 
pemilik dana (shahibul maal), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak 
pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib).Sikap ini memberikan 
kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain 
terhadap lembaga memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image 
atau reputasi. Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih 
mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan 
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integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder 
menjadi percaya pada lembaga. Dengan menjaga amanah dapat mengurangi risiko 
hukum, risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko liquiditas, sebab anggota atau 
masyarakat yang menitipkan dananya di BMT yang sewaktu-waktu dapat diambil 
BMT harus siap sebab dana tersebut adalah amanah.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu, pihak BMT sudah menerapkan prinsip amanah yakni dengan menekankan 
kepada karyawan memiliki sifat amanah, karena di BMT-UGT Sidogiri sendiri 
memiliki motto “menjaga amanah, meraih barokah”. Oleh karena itu karyawan yang 
sudah dipilih menjadi karyawan BMT-UGT Sidogiri harus pandai menjaga 
kepercayaan serta dapat bertanggung jawab dalam bekerja dengan sepenuh hati dan 
penuh kesungguhan dan mencurahkan segala potensi yang dimiliki. Demi untuk 
mewujudkan tujuan organisasi yang bukan hanya sekedar mencari kepentingan 
pribadi, sehingga timbul jiwa yang amanah, mampu menjalankan tugas dan 
bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Amanah disini adalah dengan 
melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap 
aturan Allah. Selanjutnya melaksanakan tugas yang dijalankan dengan sebaik 
mungkin sesuai dengan prosedurnya, tidak ada unsur kedzaliman, penipuan, dan 
intimidasi. Agar sesuai dengan motto yang dimiliki oleh BMT-UGT Sidogiri yakni 
“menjaga amanah, meraih barokah”. 
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d. Fathanah 
Fathanah berarti cerdas. memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan 
secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum 
dalam tingkat risiko yang ditetapkan. Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang 
penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab 
(mas’uliyah). Penelitian-penelitian tentang corporate governance yang dikaitkan 
dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, 
pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang diikuti. Lembaga membutuhkan orang 
yang cerdas sebagai SDMnya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan 
lembaga akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai lembaga akan meningkat. Oleh 
sebab itu, diperlukan kecerdasan dalam pengelolaan BMT agar terhindar dari risiko 
operasional, risiko pasar, risiko strategis, imbal hasil. 
Sifat fathanah, tidak hanya untuk pemimpin namun juga karyawan akan 
menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan 
global, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mampu 
menghadapi tantangan, mampu bersaing dan memperbaiki kelemahan ataupun 
kekurangan serta mempertahankan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Kecerdasan 
yang dimaksud bukan hanya kecerdasan intelektual namun juga spiritual. 
Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam prinsip fathanah yakni 
dalam hal pendidikan disana karyawan yang bekerja minimal lulusan SMA, pada 
dasarnya di BMT-UGT Sidogiri bukan hanya mencari karyawan yang cerdas saja 
namun yang dapat dibina dan mau belajar, sehingga mampu menerapkan peraturan-
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peraturan, dan taat prosedur. Sebab menurut pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu untuk apa karyawan cerdas lulusan tinggi namun tidak bisa dibina dan 
tidak mau belajar. Oleh sebab itu dalam rekrutmen karyawan BMT-UGT Sidogiri 
memprioritaskan terlebih dahulu alumni pondok pesantren, yang dianggap dapat 
memiliki kredibelitas dan kapabilitas yang baik. 
Setelah peneliti menganalisa teori serta membandingkan dengan data-data 
yang diperoleh saat proses penelitian berlangsung dengan menggunakan beberapa 
metode diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah selanjutnya 
adalah peneliti akan mengambil sebuah kesimpulan di Bab V. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi GCG 
pada dalam Pengelolaan Manajemen Risiko BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu, 
maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi good 
corporate governance (GCG) bahwasanya BMT-UGT Sidogiri cabang 
Pringsewu sudah terlaksana, menerapkan transparansi, akuntabilitas, 
professional, pertanggungjawaban dan kewajaran. Namun belum secara 
maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG dalam 
operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip transparansi dan 
akuntabilitas.  
2. Analisis implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BMT-UGT 
Sidogiri cabang Pringsewu dalam pengelolaan manajemen risiko menurut 
perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa BMT-UGT Sidogiri 
cabang Pringsewu telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) 
dengan versi budaya dalam kinerja tata kelola pada BMT-UGT Sidogiri 
cabang Pringsewu yaitu STAF yang keempat unsur tersebut merupakan 
prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG yang merupakan 
bagian dari sistem syari’ah yang dilaksanakan secara baik dan professional. 
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B. Saran 
Setelah menyajikan, menelaah, dan mengkaji serta menganalisis dengan seksama 
terhadap data  yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, maka ada beberapa saran 
yang dapat peneliti ajukan sebagai berikut: 
1. Pimpinan BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu diharapkan senantiasa 
mengkontrol dan memotivasi para pegawai dalam membina anggota untuk 
membentuk karakter pegawai sesuai budaya kinerja yang dilaksanakan 
dengan berbagai kegiatan. Pimpinan juga diharapkan sering mengadakan 
evaluasi terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) agar 
memiliki rasa tanggung jawab terhadap sistem tata kelola kelembagaan 
tumbuh besar dan semakin tumbuh rasa ingin dalam memajukan kualitas 
Good Corporate Governance (GCG) dengan baik. 
2. BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam implementasi GCG terhadap 
pengelolaan manajemen risiko, telah berusaha menerapkan sesuai dengan 
pedoman dan teori yang berlaku yang diberikan pihak manajemen BMT-
UGT Sidogiri pusat. Oleh karena itu hendaknya perlu dipertahankan dan 
ditingkatkan lebih baik lagi dan dapat ditetapkan dengan maksimal 
mengingat semakin beragamnya risiko yang kemungkinan akan datang. 
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PEDOMAN INTERVIEW PIMPINAN DAN KARYAWAN 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu 
 
Daftar pertanyaan (interview) untuk skripsi yang berjudul “Implementasi 
Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu”. 
Pretanyaan: 
1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
2. Bagaimana visi dan misi  BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
3. Bagaimana struktur BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
4. Berapa jumlah nasabah yang ada di BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
5. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi (transparency) di BMT-UGT 
Sidogiri cabang pringsewu? 
6. Bagaimana penerapan prinsip Akuntabilitas (accountability) di BMT-UGT 
Sidogiri cabang pringsewu? 
7. Bagaimana penerapan prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) di BMT-
UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
8. Bagaimana penerapan prinsip Professional (professional)  di BMT-UGT 
Sidogiri cabang pringsewu? 
9. Bagaimana penerapan prinsip Kewajaran (fairness) di BMT-UGT Sidogiri 
cabang pringsewu? 
10. Bagaimana pengelolaan risiko kaitannya dengan prinsip-prinsip GCG di 
BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
11. Apakah BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu memiliki pedoman perilaku 
yang diterapkan? 
12. Bagaimana fasilitas yang diberikan BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu 
kepada para pegawai? 
13. Apakah pimpinan sudah melakukan kewajibannya masing-masing? 
14. Apakah karyawan sudah melakukan kewajibannya masing-masing? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN INTERVIEW ANGGOTA 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu 
 
Daftar pertanyaan (interview) untuk skripsi yang berjudul “Implementasi 
Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko pada 
BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu”. 
Pertanyaan:  
1. Bagaimana pelayanan yang ada di BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
2. Mengapa memilih BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
3. Berapa lama BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu? 
4. Apakah selama menabung di BMT-UGT Sidogiri cabang pringsewu ada 
keluhan, kritik dan saran? 
 
